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Parking tax is new one of regional tax and have potential to improve 
Surakarta’s income. With calculation, observation, and reportation by taxpayer, 
this research aimed to understand the effectiveness of self assessment system 
implementation to parking tax so that could be known this contribution to original 
earnings of area. 
The methodology of this research that used are by observation, literature, 
documentation, and interview with tax payer also fiscus. 
During the period studied, it was found that effectively parking tax among 
2004-2008 cause of the revenue in every year exceed from target, this case can be 
to maximize if the implementation of regulation was done by tax payer and fiscus. 
 
 
























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang 
yang ragu-ragu”. (Aali-Imraan: 60) 
 
“You can if you think you can ”. (Norman) 
 
“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak 
memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan menurut 




Karya ini penulis persembahkan untuk: 
· Almarhum Ayahanda di sana. 
· Ibunda tercinta, untuk kasih sayang dan 
doa yang tak kunjung habisnya. 
· Kakak- kakak tersayang. 





Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengatur dan memberi petunjuk. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat-Nya atas limpahan Rahmat-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“MEKANISME SELF ASSESMENT SYSTEM PAJAK PARKIR DAN 
KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA 
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2004-2008”.  Tugas Akhir ini disusun 
untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar 
Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari 
berbagai pihak sangat membantu dalam menghadapi setiap kesukaran dan 
hambatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, terima kasih atas semua pertolongan, kesempatan hidup, dan 
belajar yang Engkau berikan. 
2. Nabi Muhammad SAW, syafaatmu aku nantikan. 
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Drs. Santoso TH, MSi, Ak. selaku Ketua Program D III Perpajakan 
Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta. 
5. Ibu Arum Kusumaningdyah A., SE., MM, Ak. selaku Dosen Pembimbing 
yang telah berkenan menyediakan waktu dalam membimbing dan 
mengarahkan penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. 
6. Bapak Muhammad Syafiqurrahman, SE.,Ak. selaku pembimbing akademik 
yang telah memberikan waktu dan saran serta bimbingannya. 
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama ini. 
 7 
8. Bapak Drs. Anung Indro Susanto, MM, selaku Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan dan Aset Kota Surakarta beserta staf lainnya yang telah 
memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas akhir. 
9. Mami dan Alm. Ayahku tersayang yang dengan tulus memberikan kasih 
sayang, doa restu, serta dorongan. 
10. Kakak- kakak tercinta; tiwes, dijem, dan nyuk yang telah memberiku inspirasi 
serta semangat. 
11. AD 2861 PH si merah yang tak kunjung berteriak menemani perjalananku. 
12. Sahabat-sahabatku, dik Totit, dik Bude, dik Tuyul, dik Angga, bang Emon, 
bang Bedu, dik Jundut, dik Cebret, dik Cintani, dan semua adik-adik serta 
abang-abang semua ada disini. 
13. Semua teman-temanku Pajak A dan B Angkatan 2006 yang tidak bisa 
kusebutkan satu persatu, terima kasih buat semuanya, semoga kalian sukses.  
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih 
banyak kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga Tugas 















HALAMAN JUDUL……………………………………………………….       
i 
ABSTRACT………………………………………………………….……...      
ii 
HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………….     
 iii 
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………..........                 
iv 
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…………………………..               
v 
KATA PENGANTAR………………………………………………..........              
vi 
DAFTAR ISI………………………………………………………………            
viii 
DAFTAR TABEL…………………………………………………………                          
x 




A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN…………………..                        
1   
1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Kota Surakarta…………………………………………………          
1 
 9 
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta……………..             
4 
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Kota Surakarta………………………………………         
5 
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural……………………………            
7 
B. LATAR BELAKANG MASALAH……………………………….         
19 
C. PERUMUSAN MASALAH……………………………………….          
23 
D. TUJUAN PENELITIAN…………………………………………..       
23 
E. MANFAAT PENELITIAN………………………………………..          
24 
II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. LANDASAN TEORI………………………………………………         
25 
1. Dasar Hukum Pajak Parkir di Kota Surakarta…………………        
25 
2. Pajak Secara Umum……………………………………………      
25 
3. Pajak Parkir Sebagai Pajak Daerah…………………………….         
28 
 10 
4. Subyek, Obyek, dan Wajib Pajak Parkir di Kota Surakarta……                
30 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN………………………………..                       
32 
1. Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Surakarta 
Dengan Menggunakan Sistem Pemungutan Self Assesment…..          
32 
2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah…...                   
39 
3. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Parkir…………………...                
41 
4. Strategi Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan 
Pajak Parkir…………………………………………………….                      
42 
III. TEMUAN 
A. KELEBIHAN……………………………………………………...          
44 
B. KELEMAHAN……………………………………………………                       
45 
IV. REKOMENDASI 
A. SIMPULAN………………………………………………………                 
46 









II. 1 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir (dalam Rupiah)...........................................   
37 
II. 2 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap  





















I. 1 Bagan Organisasi Dinas Pendapatan 





































A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota 
Surakarta 
Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan dengan 
sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. 
Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D Daerah 
Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karesidenan dan 
dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta. 
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan melalui 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Haminte Kota 
Surakarta, waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan. 
Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri dari 
jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan Sekretariat 
Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan Sosial, 
Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan 
Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini 
merupakan lembaga yang mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang 
antara lain adalah pajak daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
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Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 
259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya 
Surakarta. Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi 
Bagian Pajak. Pada Tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus berdasarkan 
Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 
30 Juni 1972 nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang penghapusan Bagian 
Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan 
pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 
1972 nomor 162/Kdh.IV/Kp.72. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah 
Kotamadya Surakarta nomor 162/Kdh.IV/Kp.72. Letak Dinas Pendapatan 
Daerah Kotamadya Dati II Surakarta adalah di Jalan Jenderal Soedirman 
No. 2 Surakarta. 
Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang 
Pajak Daerah, terdapat 13 macam pajak daerah Kotamadya Surakarta yang 
wewenang pemungutan dan pengelolaannya ditugaskan kepada Dinas 
Pendapatan Daerah, waktu itu baru ada 5 macam Pajak Daerah yang 
dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu: 
1. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 
1972. 
2. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 
1971. 
3. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953. 
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4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah 
No. 4 tahun 1972. 
5. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah 
No. 12 tahun 1971. 
Di samping 5 macam Pajak tersebut, Dipenda juga bertugas 
mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu: 
1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 
1959. 
2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 
1960. 
3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 
1970. 
4. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 
tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan 
Daerah Lainnya, pembagian tugas dan fungsi adalah pendataan, penetapan, 
pembukuan dan seterusnya. Setelah sistem itu diujicobakan kemudian 
ditetapkan di Kotamadya Surakarta dan kemudian dituangkan dalam 
Peraturan Daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta. Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Dinas Pendapatan 
Daerah berganti nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 
dan Aset Surakarta (DPPKA). 
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2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Kota Surakarta 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota 
Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung 
jawab kepada Walikota Surakarta. DPPKA Surakarta mempunyai tugas 
pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 
24 Tahun 2008 pasal 2 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. 
Fungsi DPPKA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: 
a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas, 
b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, 
c. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib 
retribusi, 
d. pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak retribusi, 
e. pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta 
pendapatan lain, 
f. pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 
pendapatan lain, 
g. penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan 
akuntansi, 
h. pengelolaan aset barang daerah, 
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i. penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, 
j. penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, 
k. penyelenggaraan sosialisasi, 
l. pembinaan jabatan fungsional, 
m. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 
 
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Kota Surakarta 
Struktur organisai yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah 
dalam pengawasan management agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat 
berjalan dengan lancar. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi 
adalah untuk: 
a.  mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan, 
b.  mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan, 
c.  mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 
d.  menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga 
mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Kota Surakarta sebagai berikut ini. 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari: 
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 
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2) Sub Bagian Keuangan, 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi, terdiri dari: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan, 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. 
d. Bidang Penetapan, terdiri dari: 
1) Seksi Perhitungan, 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. 
e. Bidang Penagihan, terdiri dari: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan, 
2) Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain. 
f. Bidang Anggaran, terdiri dari: 
1) Seksi Anggaran I, 
2) Seksi Anggaran II. 
g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 
1) Seksi Perbendaharaan I, 
2) Seksi Perbendaharaan II. 
h. Bidang Akuntansi, terdiri dari: 
1) Seksi Akuntansi I, 
2) Seksi Akuntansi II. 
i. Bidang Asset, terdiri dari: 
1) Seksi Perencanaan Asset, 
2) Seksi Pengelolaan Asset. 
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j. UPTD 
k. Jabatan Fungsional 
 
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 
a. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Surakarta. 
b. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum, dan 
kepegawaian. 
Sekretariat, terdiri dari: 
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
2) Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
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penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, 
pelaksanaan dibidang keuangan meliputi; pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukukan, dan akuntansi di lingkungan dinas. 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi; pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan dinas. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas 
pokok melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan 
pengolahan data. 
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi, terdiri dari: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pendataan meliputi; 
pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap 
Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD). 
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2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi dan 
pengolahan data, meliputi; menghimpun, mendokumentasi, 
menganalisis dan mengolah data wajib pajak daerah dan wajib 
retribusi daerah. 
d. Bidang Penetapan 
Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan 
dan penerbitan surat ketetapan. 
Bidang Penetapan, terdiri dari: 
1) Seksi Perhitungan 
Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanakan di 
bidang perhitungan, meliputi; perhitungan dan penetapan besarnya 
pajak dan retribusi daerah. 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 
Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penerbitan surat ketetapan, meliputi; 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat 
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Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat-surat ketetapan 
pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. 
e. Bidang Penagihan 
Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, 
keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. 
Bidang Penagihan, terdiri dari: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi 
dan pembinaan pendapatan, meliputi; penagihan tunggakan pajak 
daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta 
melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya. 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi 
dan pembinaan aset daerah, meliputi; mengumpulkan dan 
mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak 
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 23 
f. Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, 
pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan serta 
perubahan APBD. 
Bidang Anggaran, terdiri dari: 
1) Seksi Anggaran I 
Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
anggaran I, meliputi: perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelola 
Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan 
Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal, dan Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu. 
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2) Seksi Anggaran II 
Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
anggaran II, meliputi; perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Dinas 
Kesehatan beserat 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 
Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas 
Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikasi dan Informatika, 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan 
Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan 
Perpustakaan Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit 
Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan (5), dan 
Kelurahan (51). 
g. Bidang Perbendaharaan  
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pengelolaan perbendaharaan I dan II. 




1) Seksi Perbendaharaan I 
Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang perbendaharaan I, meliputi: pengelolaan perbendaharaan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, 27 SMP 
Negeri, 8 SMA Negeri, 9 SMK Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar 
dan TK Negeri Pembina, Dinas Perhubungan beserta 2 UPTD, 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas Tata 
Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi 
dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian 
Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal, dan 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 
2) Seksi Perbendaharaan II 
Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang perbendaharaan II, meliputi; pengelolaan Perbendaharaan 
Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 
Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas 
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Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikasi dan Informatika, 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan 
Perpustakaan Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit 
Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan (5), dan 
Kelurahan (51). 
h. Bidang Akuntansi 
Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Kota Surakarta. 
Bidang Akuntansi, terdiri dari: 
1) Seksi Akuntansi I 
Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
akuntansi I, meliputi; penyelenggaraan tata akuntansi  keuangan 
daerah pada Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, 27 
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SMP Negeri, 8 SMA Negeri, 9 SMK Negeri, Sanggar Kegiatan 
Belajar dan TK Negeri Pembina, Dinas Perhubungan beserta 2 
UPTD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas 
Tata Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas 
Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, Badan 
Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor 
Penanaman Modal, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 
2) Seksi Akuntansi II 
Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
akuntansi II, meliputi; penyelenggaraan tata akuntansi keuangan 
daerah pada Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas 
Pengelolaan Pasar, Dinas Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas 
Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja Kecamatan (5), dan Kelurahan (51). 
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i. Bidang Aset 
Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan 
dan pengelolaan aset. 
1) Seksi Perencanaan Aset 
Seksi Perencanaan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di 
bidang perencanaan aset, meliputi; penetapan kebijakan, 
pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi 
perencanaan, serta pengadaan dan pendokumentasian aset daerah. 
2) Seksi Pengelolaan Aset 
Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pengelolaan aset, meliputi; penetapan kebijakan, 
pelaksanaan, pembinaan, fasilitas pemeliharaan, dan pengamanan 
aset, serta penggunaan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum 
aset. 
j. Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) 
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan 
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan, dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003: 1). Sejak tahun 1999 
pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi 
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat 
terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dasar dilakukannya 
pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan 
masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara 
bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini 
adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan otonomi daerah.   
Pelaksanaan otonomi daerah dapat direalisasikan apabila sumber 
pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah.  
Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam 
membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah 
harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah 
sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat 
digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, dengan demikian akan semakin 
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memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan 
daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang 
bersangkutan.  
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah diantaranya adalah untuk 
meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian 
daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, 
pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam 
mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah dengan maksud agar subsidi dari 
pemerintah pusat lebih sedikit dan mengurangi beban APBN. Salah satu caranya 
adalah dengan mengefektifkan pemungutan semua potensi daerah termasuk pajak 
daerah yang juga merupakan sumber pendapatan daerah, dimana salah satu 
komponen pajak daerah ini adalah pajak parkir yang baru diterapkan tahun 2003. 
Pajak parkir dapat dibayarkan sendiri oleh wajib pajak atau dipungut 
berdasarkan penetapan walikota. Bagi wajib pajak yang jumlahnya ditetapkan 
oleh walikota pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) atau dokumen lain (dipersamakan antara lain berupa karcis, nota 
perhitungan) yang dipersamakan yang ditetapkan oleh walikota. Sedangkan bagi 
wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, 
diwajibkan melaporkan pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pemungutan pajak parkir di Kota 
Surakarta mayoritas menggunakan kebijakan self assessment system yang 
diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam memungut pajaknya yang 
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terhutang. Kebijakan self assessment system yaitu membebaskan warga untuk 
menghitung sendiri tanggungan pajaknya. 
Penelitian terdahulu pernah membahas mengenai pajak parkir. Perbedaan 
antara penelitian ini dan sebelumnya, yaitu: 
1. Evaluasi Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Parkir Guna Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005 (Dedi 
Setyawan, 2005). Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem 
pemungutan pajak parkir oleh UPTD Perpakiran, sedangkan penelitian ini 
membahas sistem pemungutan self assestment pajak parkir oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Surakarta. 
2. Sistem Pengelolaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Surakarta (Ika Saniyah Rahmaniyah, 2006). Penelitian ini membahas tentang 
sistem pengelolaan pajak parkir di Kota Surakarta, sedangkan dalam 
penelitian ini membahas sistem pemungutan pajak parkir di kota Surakarta 
oleh wajib pajaknya sendiri. 
3. Evaluasi Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Parkir Guna Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar (Fitria Sari, 2007). 
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan tempat parkir yang 
ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dan hambatan yang timbul 
dari proses pemungutan pajak parkir, sedangkan penelitian ini membahas 
pelaksanaan self assestment system dan hambatan yang timbul dari proses 
pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta. 
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Menjamurnya usaha perpakiran di Kota Surakarta menjadikan perhatian 
bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak terhutang atas usaha yang 
dilaksanakan. Sistem pemungutannya melibatkan wajib pajak itu sendiri untuk 
menghitung pajaknya, akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang enggan dalam 
menyediakan data dan keterangan yang dibutuhkan secara sebenar-benarnya, 
sehingga diidentifikasi adanya pembukuan ganda. 
Menurut informasi yang ditemukan, hanya sekitar 35% lahan parkir di Kota 
Surakarta yang tergarap. Hal ini berarti masih ada sekitar 65% lahan parkir yang 
belum tergarap. Lahan parkir apabila tergarap secara optimal maka akan semakin 
besarnya pemasukan daerah dari sektor ini yang berarti juga terdongkraknya 
Pendapatan Asli Daerah, yang berguna dalam membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Adanya penghitungan, pemungutan dan pelaporan oleh wajib pajak sendiri, 
penulis ingin mengkaji mengenai keefektifitasan dari pelaksanaan  self assessment 
system tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “MEKANISME 
SELF ASSESMENT SYSTEM PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA 







C. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian obyek penelitian di atas, masalah ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Surakarta 
dengan menggunakan sistem pemungutan self assessment? 
2. Seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kota Surakarta? 
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di 
Kota Surakarta? 
4. Upaya apa saja yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
dalam mengatasi kendala-kendala yang ada? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Surakarta dengan 
menggunakan sistem pemungutan self assessment. 
2. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. 
3.  Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota 
Surakarta. 
4. Berbagai upaya yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
dalam mengatasi kendala pemungutan pajak parkir. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya 
adalah. 
1. Bagi Penulis 
Sebagai sarana untuk mengamati kejadian nyata di lapangan dengan 
menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya bidang 
perpajakan. 
2. Bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah) 
Sebagai alat bantu pemerintah dalam mengevaluasi pengawasan pemungutan 
pajak parkir di Kota Surakarta dan juga dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. 
3. Bagi Pihak Lain 












ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Dasar Hukum Pajak Parkir di Kota Surakarta 
Pajak Parkir merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh 
pemerintah Kota Surakarta. Sebagai tempat perekonomian dengan laju 
pertumbuhan jumlah tempat perbelanjaaan yang cukup tinggi yang diiringi 
dengan penyediaan tempat parkir. Adapun Dasar Hukum Pajak Parkir adalah 
sebagai berikut. 
a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak 
Parkir. 
b. Instruksi Walikota Surakarta Nomor 973/007/2/2004 tentang Pengelolaan 
Pajak dan Retribusi Parkir. 
 
2. Pajak Secara Umum 
Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari 
masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya 
pembangunan tanpa balas jasa secara langsung. 
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a.   Pajak mempunyai definisi yang luas. Menurut beberapa ahli, pengertian 
pajak adalah sebagai berikut. 
1) Menurut M. J. H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah 
yang terhutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, 
tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 
yang individual (Erly Suandy, 2000: 7). 
2) Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
(Erly Suandy, 2000: 8). 
b. Pajak secara umum mempunyai dua fungsi utama sebagai berikut ini. 
1)   Fungsi Budgetair 
Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal 
yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk 
memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-
Undang perpajakan yang berlaku atau sebagai sumber dana bagi 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2)   Fungsi Regulerend 
Fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi 
pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai 
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tujuan tertentu, dan lain sebagainya sebagai fungsi tambahan karena 




c.  Teori asas pemungutan pajak  
1)  Teori Asuransi 
Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori 
ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada 
negara. 
2)   Teori Kepentingan 
Negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut 
mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan 
penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus 
dibayarnya kepada negara. 
3)   Teori Bakti 
Teori ini mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu 
negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib 
membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara. 
4)   Teori Daya Pikul 
Teori ini mengusulkan supaya di dalam pemungutan pajak pemerintah 
memperhatikan daya pikul wajib pajak yang memiliki 2 unsur, yaitu: 
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unsur objektif, melihat besarnya penghasilan dan unsur subjektif, 
memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 
5)  Teori Asas Daya Beli 
Menurut teori ini, yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat 
pemungutan pajak.  
6)   Teori Pembangunan 
Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah 
pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. 
d. Pemungutan pajak merupakan suatu cara untuk menghimpun penerimaan 
negara dari sektor pajak, pemungutan ini diatur dengan tiga sistem, yaitu: 
1) Self Assessment System 
 sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menghitung, memungut, melapor, dan menyetorkan 
sendiri jumlah pajak yang terhutang. 
2) Official Assesment System 
  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang yang 
harus dibayar Wajib Pajak. 
3) With Holding System 
sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan 
besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak. 
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3. Pajak Parkir Sebagai Pajak Daerah 
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 
dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan 
Daerah. 
Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 
b tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak 
untuk propinsi, kabupaten/ kotamadya sebagai berikut: 
a. Pajak Propinsi, terdiri dari: 
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan 
b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari: 
1) Pajak Hotel 
2) Pajak Restoran 
3) Pajak Hiburan 
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan Jalan  
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6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 




4. Subyek, Obyek, dan Wajib Pajak Parkir  
Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor 
dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 
Pemungutan Pajak Parkir adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak parkir, penentuan besarnya pajak 
yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Parkir 
serta pengawasan penyetorannya sehingga diperoleh suatu tujuan yaitu 
tercapainya suatu target dan pelayanan pajak parkir. 
Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas tempat parkir. 
Objek Pajak Parkir adalah kegiatan penyelenggaraan tempat parkir oleh 
orang pribadi atau badan, yang meliputi: 
a.  pelataran dan atau taman-taman parkir; 
b. gedung-gedung dan bangunan sebagai fasilitas parkir; dan 
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yang tidak termasuk obyek pajak parkir adalah tempat parkir yang 
memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah. 
Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan usaha tempat parkir di atas tanah milik sendiri. Jumlah 
wajib pajak parkir yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Surakarta hingga tahun 2008 mencapai 103 (seratus tiga) nama pengelola 
parkir yang tersebar di seluruh Wilayah Kota Surakarta, yang meliputi lima 
Kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) 
lahan parkir yang terdaftar dan jumlah pendapatan pajak parkir sebesar Rp 
43.850.000,00. Kecamatan Banjarsari dengan jumlah 26 (dua puluh enam) 
lahan parkir yang terdaftar dan jumlah pendapatan parkir sebesar Rp 
6.235.000,00. Kecamatan Jebres dengan jumlah 17 (tujuh belas) lahan parkir 
dan jumlah pendapatan parkir sebesar Rp 8.875.000,00. Kecamatan Pasar 
Kliwon dengan jumlah 16 (enam belas) lahan parkir dan jumlah pendapatan 
parkir sebesar Rp 8.628.000,00. Kecamatan Serengan dengan jumlah 6 (enam) 
lahan parkir dan jumlah pendapatan parkir sebesar Rp 212.000,00. 
Pendapatan parkir terbanyak terdapat pada Kecamatan Laweyan dan 
Kecamatan Serengan dengan pendapatan terendah. Kecamatan Laweyan, 
kontribusi pendapatan pajak parkirnya terbanyak terletak pada Solo Grand 
Mall di Jalan Slamet Riyadi dengan jumlah pajak pada tahun 2008 sebesar Rp 
27.000.000,00 yang kemudian diikuti oleh Solo Square di Jalan Slamet Riyadi 
sebesar Rp 9.000.000,00, dan pada urutan ketiga terbesar adalah TB Gramedia 
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sebesar Rp 2.000.000,00 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi. Pada tahun 
2009 ini, Dinas Pendapatan Daerah lebih menfokuskan pajak parkir di lokasi-
lokasi perbelanjaan yang banyak dikunjungi oleh para konsumen. Pelaksanaan 
pemungutan oleh wajib pajak akan lebih diawasi petugas guna meminimalkan 
kecurangan yang hendak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Petugas akan 
berada di lapangan untuk mengobservasi jumlah kendaraan yang masuk ke 
dalam lokasi parkir dalam jangka waktu tertentu. 
 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1. Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Surakarta Dengan Menggunakan 
Sistem Pemungutan Self Assessment 
a. Prosedur Self Assesment 
    Pajak Parkir merupakan pajak yang baru saja diterapkan dan diatur 
dalam Undang-Undang pada tahun 2003, guna menambah Pendapatan 
Asli Daerah. Dalam pemungutannya digunakan self assessment system, 
yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh atau wewenang dalam 
menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan 
sendiri jumlah pajak parkir yang terhutang. Penerapan sistem ini tetap di 
bawah pengawasan dari fiskus utusan pemerintah daerah dalam 
pelaksanaannya. 
1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Parkir 
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Dinas Pendapatan Daerah dalam mengetahui data wajib 
pajaknya dengan cara melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap 
obyek pajak parkir, yaitu usaha tempat yang menyelenggarakan parkir 
di wilayah Kota Surakarta. 
Pendaftaran dan pendataan memiliki beberapa tahapan, yang 
diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh 
wajib pajak dengan jelas, lengkap, dan benar, serta ditandatangani oleh 
wajib pajak atau kuasanya. Petugas pajak kemudian mencatat data 
yang diisi oleh wajib pajak tersebut ke dalam daftar induk wajib pajak 
berdasarkan nomor urut. Nomor ini digunakan sebagai nomor pokok 
wajib pajak daerah yang dicantumkan pada setiap dokumen 
perpajakan daerah. 
2) Perhitungan dan Penetapan Jumlah Pajak Terutang 
Awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan 
Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus disampaikan kepada 
walikota selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. 
Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian Surat 
Pemberitahuan Tagihan Pajak daerah dihimpun dan dicatat dalam 
berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk 
memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terhutang dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. 
3) Pembayaran Pajak Terutang 
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Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat 
Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. 
Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang 
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan tanda 
bukti penerimaan pajak rangkap 4, yaitu: 
a) lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak 
b) lembar 2 diberikan kepada Kas Dinas Pendapatan Daerah 
c) lembar 3 diberikan kepada Dinas Penetapan 
d) lembar 4 diberikan kepada Dinas Pembukuan 
Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
tidak kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak Surat 
Ketetapan Pajak daerah diterima, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan 
Surat Tagihan Pajak Daerah. Walikota dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun 
waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
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Angsuran pembayaran pajak ini harus dilakukan secara teratur dan 
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari 
jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 
4) Penagihan Pajak Parkir 
Surat Teguran atau Surat Peringatan dikeluarkan setelah 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak 
harus melunasi pajak yang terhutang. 
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran 
atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan 
Surat Paksa. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan. 
Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah 
melaksanakan Penyitaan, jika wajib pajak belum juga melunasi pajak 
terhutangnya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan 
Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan 
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang 
Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, 
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dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan 
segera kepada Wajib Pajak. 
5) Pembukuan Penerimaan Pajak Parkir 
Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam 
buku catatan pajak. Berdasarkan buku catatan pajak, dibuat daftar 
Penetapan, Penerimaan, dan Tunggakan Pajak, dan kemudian dibuat 
laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa 
pajak. 
6) Pemeriksaan 
Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, dalam rangka melaksanakan 
Peraturan daerah, dengan persetujuan Walikota Surakarta. 
b. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir 
Efektivitas digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara 
realisasi penerimaan dengan target penerimaan dikalikan 100%. Realisasi 
penerimaan adalah angka yang didapat setelah diadakan pemungutan 
pajak terhadap wajib pajak. 
Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu 
pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak 
membayar masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-
masing (Devas, 1989: 144). Secara umum efektivitas adalah imbangan 
antara pendapatan (pajak/ retribusi) yang sebenarnya terdapat pendapatan 
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yang potensial dari suatu pajak dengan anggapan bahwa mereka yang 
seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan benar-
benar memenuhi kewajibannya.  
Penerimaan akan dikatakan efektif apabila realisasi yang dicapai 
lebih besar dari target yang ditentukan. Sebaliknya, penerimaan dikatakan 
tidak efektif apabila target yang ditentukan lebih besar daripada realisasi 
yang dicapai. Target ditentukan dengan memprediksi laju pertumbuhan 
pasar di tahun berikutnya, melihat jumlah wajib pajak yang berkompetensi 
dalam kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 
Penentuan target harus diseuaikan dengan tahun dasar atau tahun yang 
akan dibandingkan sebagai pedoman dalam memprediksi jumlah target 
dan disesuaikan dengan pendapatan daerah secara menyeluruh agar 
didapat angka yang sebanding.  
Tabel II. 1 
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir (dalam Rupiah) 
Tahun Target        Realisasi                Selisih  % 
 2004   75.000.000       75.180.000               180.000 100,24 
2005 250.000.000     251.660.000            1.660.000 100,66 
2006 350.000.000     364.554.800          14.554.800 104,16 
2007 500.000.000     545.865.700           45.865.700 109,17 
2008 700.000.000     752.316.260           52.316.260 107,47 
Sumber: DPPKA Kota Surakarta 
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Tingkat efektivitas pajak parkir yang tercantum pada tabel II.1 di 
atas, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. 
%100 X
ParkirPajak  PenerimaanTarget 
ParkirPajak  Penerimaan Realisasi
=sEfektivita  
Sumber: DPPKA Kota Surakarta 
Dari tabel II. 1, dapat diketahui bahwa pajak parkir telah efektif, 
karena realisasi yang dicapai lebih besar dari target yang ditentukan, 
yaitu ada selisih lebih Rp 180.000,00 dengan tingkat efektivitas 100,24% 
pada tahun 2004. Tahun 2005, pajak parkir masuk dalam kategori efektif 
dengan selisih lebih antara realisasi yang dicapai dengan target yang 
ditentukan sebesar Rp 1.660.000,00 dengan tingkat efektivitas yang 
dicapai 100,66%. Pada tahun 2006, pajak parkir dapat dikatakan efektif 
dengan selisih lebih antara realisasi dengan target yang ditentukan 
sebesar Rp 14.554.800,00 dan tingkat efektivitas 104.16%. Pada tahun 
2007, pajak parkir tergolong dalam kriteria efektif dengan selisih lebih 
antara realisasi yang dicapai dengan target yang ditentukan sebesar Rp 
45.865.700,00 dan tingkat efektivitas sebesar 109,17%. Pada tahun 2008, 
pajak parkir masuk dalam kriteria efektif dengan selisih lebih antara 
realisasi yang dicapai dengan target yang ditentukan sebesar Rp 
52.316.260,00 dan tingkat efektivitas sebesar 107,47%. Pada tahun 2008 
pajak parkir dapat dikatakan efektif akan tetapi mengalami penurunan 
%10 X
ParkirPajak  PenerimaanTarget 




sebesar 1,7% daripada tahun 2007, hal ini dikarenakan tidak sedikit 
wajib pajak yang harus gulung tikar sebagai salah satu dampak krisis 
global, sehingga jumlah penerimaan berkurang walaupun sudah melebihi 
target yang ditentukan.  
Sejak awal tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mencapai rata-rata 
104,34%, dengan menggunakan penghitungan persentase efektivitas 
pajak parkir tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dijumlah lalu dibagi 
dengan jumlah tahun yang dihitung yaitu lima tahun. Hal ini 
membuktikan bahwa pengelolaan pajak parkir sudah efektif, karena 
tingkat efektivitas selalu melebihi angka 100%. Peningkatan tersebut 
disebabkan oleh pertumbuhan tempat-tempat perbelanjaan di Kota 
Surakarta yang mengakibatkan jumlah tempat parkir meningkat, dan 
letak Kota Surakarta yang strategis dengan laju transportasi yang tinggi.  
 
2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Pajak Parkir merupakan pajak baru dan penerimaan pajaknya belum 
begitu berarti bagi kontribusi, tetapi apabila pajak parkir ini dikelola secara 
benar, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui 
besarnya kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. 
 
 
Kontribusi = %100  
(PAD)Daerah Pajak  Penerimaan Realisasi
ParkirPajak  Penerimaan Realisasi
X  
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Sumber: DPPKA Kota Surakarta 
Penerimaan pajak parkir dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah 
di Kota Surakarta sudah menunjukkan kontribusinya. Kontribusi pajak parkir 
dapat dilihat dalam tabel II. 2 berikut ini. 
 
 
Tabel II. 2 
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Surakarta (dalam Rupiah) 
Tahun          Penerimaan Pajak Parkir  PAD  % 
 2004             75.180.000  59.101.372.207 0,13 
2005            251.660.000  66.052.438.987 0,38 
2006            364.554.800  78.585.751.288 0,46 
2007            545.865.700  89.430.977.982 0,61 
2008            752.316.260           102.989.919.369 0,73 
Sumber: DPPKA Kota Surakarta 
Dari tabel II. 2 dapat dilihat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
walaupun dengan angka yang masih relatif kecil. Pada tahun 2004, rasio 
penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah  sebesar 0,13%. 
Pada tahun 2005 rasio penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli 
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Daerah  sebesar 0,38%. Pada tahun 2006 rasio penerimaan pajak parkir 
terhadap Pendapatan Asli Daerah  sebesar 0,46%. Pada tahun 2007 rasio 
penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah  sebesar 0,61%. 
Pada tahun 2008 rasio penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli 
Daerah  sebesar 0,73%. Kontribusi rata-rata Penerimaan pajak parkir terhadap 
Pendapatan Asli daerah dari tahun 2004-2008 yaitu sebesar 0,46%, angka ini 
menunjukkan kontribusi pajak parkir relatif kecil dibandingkan dengan 
penerimaan pajak dari jenis lain, mengingat pajak parkir merupakan jenis 
pajak baru yang diterapkan tahun 2003, dengan pengelolaan pajak parkir 
secara tepat akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Surakarta. 
Tahun anggaran 2004-2008 kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan 
Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh 
menjamurnya pusat perbelanjaan di Kota Surakarta sehingga membuka 
peluang usaha bagi masyarakat dalam penyediaan jasa lahan parkir, akan 
tetapi tidak sedikit pula lahan parkir yang gulung tikar karena pusat 
perbelanjaan tidak mampu bersaing dengan usaha lainnya. Persentase 
kontribusi pajak parkir meningkat disebabkan Pendapatan Asli Daerah juga 
mengalami peningkatan pada penerimaaan retribusi dan hasil pajak daerah 
yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. 
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3. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Parkir  
Berdasarkan analisis sebelumnya bahwa pajak parkir telah memberikan 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah yang masih 
relatif kecil. Pendapatan Asli Daerah dapat lebih maksimal apabila dalam 
pelaksanaan pemungutan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya timbul beberapa kendala. 
Hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemungutan pajak parkir adalah 
sebagai berikut. 
a. Belum seluruhnya wajib pajak menyerahkan data kepada Dinas 
Pendapatan Daerah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak 
akan pentingnya membayar pajak. 
b. Pelaksanaan self assessment system belum optimal, karena banyaknya 
wajib pajak yang kurang jujur dalam melaporkan jumlah pajak 
terhutangnya. 
c. Adanya dualisme pemungutan, yaitu dari pihak Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Surakarta dengan UPTD Perpakiran. 
d. Ada beberapa fiskus yang belum mengetahui peraturan-peraturan 
mengenai pemungutan parkir, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi 
di lapangan. 
e. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di dalam pemungutan pajak parkir 
tetapi tidak dikenakan sanksi secara tegas. 
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f. Peraturan-peraturan yang terlalu banyak dan kurang disosialisasikan baik 
kepada pihak fiskus maupun pihak wajib pajak itu sendiri. 
 
4. Strategi Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Pajak Parkir 
Berbagai kendala yang terjadi dalam proses pemungutan pajak parkir 
dengan menggunakan metode self assessment system, apabila dapat diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang bisa ditempuh guna 
mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan adalah. 
a. Fiskus harus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai 
pentingnya membayar pajak. Sosialisasi ini dimaksudkan agar dapat 
menjaring wajib pajak baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
b. Pelaksanaan self assessment system hendaknya diawasi secara ketat oleh 
fiskus guna mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. 
c. Pihak UPTD Perpakiran dan Dinas Pendapatan Daerah melakukan 
pertemuan guna membahas wilayah yang dikuasai oleh masing-masing 
pihak yang bersangkutan. 
d. Adanya sosialisasi bagi fiskus mengenai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku baik secara langsung maupun media. 
e. Pengenaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak maupun fiskus 
yang melanggar peraturan yang berlaku. 
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f. Pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan penyuluhan mengenai 
peraturan perpajakan agar wajib pajak mengerti benar maksud dan tujuan 










Berdasarkan analisis dan pembahasan data serta penelitian yang telah dilakukan, 
maka penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan mengenai penerapan 
Self Assessment System dalam pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta sebagai 
berikut ini. 
A. KELEBIHAN 
Penulis menemukan beberapa kelebihan dalam pemungutan pajak parkir 
dengan menggunakan Self Assessment System, sebagai berikut ini. 
1. Penerimaan pajak parkir dalam tahun anggaran 2004-2008 selalu mengalami 
peningkatan dan realisasinya selalu melebihi dari target yang telah ditentukan, 
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sehingga pajak parkir dapat dikategorikan efektif dalam pengelolaan dan 
pendapatannya, sehingga dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan 
Asli Daerah di Kota Surakarta. 
2. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak parkir sangat efektif karena, 
penerimaan setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang ditentukan. Pajak 
parkir masih dapat dimaksimalkan, apabila seluruh tempat parkir yang 
diselenggarakan orang pribadi maupun badan melakukan penghitungan dan 
pelaporan pajak terhutangnya secara benar dengan diawasi fiskus dan 
dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Fiskus yang melakukan kecurangan dapat berkurang dengan penerapan Self 
Assessment System, karena wajib pajak melaporkan dan menghitung sendiri 
pajak terhutangnya. 
4. Self Assessment System telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada 
wajib pajak orang pribadi maupun badan di bawah pengawasan fiskus, 
sehingga banyak wajib pajak yang selama ini tidak memenuhi kewajibannya, 
sekarang dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah 
dengan melaporkan pajak terhutangnya. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Self Assessment System membuat wajib pajak melakukan penyimpangan 
karena, tidak semua pajak terhutangnya dilaporkan secara benar. Hal ini 
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disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus dalam menerapkan sistem 
pemungutan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. 
2. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang pajak parkir belum 
dilaksanakan secara tepat karena, banyaknya pelanggaran yang dilakukan 
wajib pajak tidak ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini 
disebabkan adanya kerjasama antara wajib pajak dan fiskus, dengan tujuan 
saling menguntungkan bagi kedua pihak. Wajib pajak dapat mengurangi 
jumlah pajak terhutangnya sedangkan bagi fiskus mendapat imbalan dengan 
cara menyembunyikan kesalahan wajib pajak. 
3. Jumlah fiskus yang sedikit dan kurang berkualitas menyebabkan pengawasan 




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka 
dapat diambil beberapa simpulan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait 
berkenaan dengan pemungutan pajak parkir dengan metode Self Assessment System. 
Adapun simpulan dan rekomendasinya adalah sebagai berikut. 
A. SIMPULAN 
1. Pajak parkir masuk dalam kategori efektif, karena selama tahun anggaran 
2004-2008 selalu memiliki selisih lebih antara realisasi dengan target yang 
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ditentukan yaitu dengan rata-rata 102,88% setiap tahunnya. Hal ini 
disebabkan oleh pertumbuhan tempat-tempat perbelanjaan di Kota Surakarta 
sehingga jumlah tempat parkir meningkat dan letak Kota Surakarta yang 
strategis dengan laju transportasi yang tinggi. 
2. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap 
tahunnya juga mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,46% dari tahun 
anggaran 2004-2008, walaupun masih rendah kontribusinya tetapi pajak 
parkir sudah dapat berarti bagi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta, 
sehingga untuk tahun anggaran berikutnya diharapkan jumlah wajib pajak 
parkir dapat terus ditingkatkan guna menaikkan jumlah Pendapatan Asli 
Daerah. 
3. Kesadaran terhadap self assessment sangat berpengaruh terhadap pelanggaran 
yaitu fungsi menghitung ternyata belum dijalankan secara maksimal oleh 
wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangatlah 
kurang, karena itu pemberdayaan penerapan self assessment system belum 
sepenuhnya dapat tercapai. 
4. Banyaknya pelanggaran yang terjadi karena wajib pajak tidak memiliki 
kepahaman tentang perpajakan, seperti wajib pajak tidak mengisi sendiri Surat 
Pemberitahuan. Hal ini sudah menyalahi aturan karena wajib pajak hanya 
tanda tangan dan tidak mengerti isi dari SPT tersebut, jika terjadi kesalahan 
mengakibatkan kurang bayar dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan 




1. Dinas Pendapatan Daerah diharapkan melakukan intensifikasi pemungutan 
pajak parkir yang teratur melalui peningkatan kualitas sumber daya pegawai 
dan meningkatkan akuntabilitas keuangan agar pajak parkir terlaksana secara 
efektif. 
2. Pendataan obyek pajak parkir baru, agar parkir liar dapat segera ditertibkan 
dan dapat menambah Pendapatan Asli daerah Kota Surakarta. 
3. Penyuluhan tentang tata cara pemungutan self assessment system. 
4. Pemberian sanksi yang tegas bagi fiskus maupun wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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